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A. HUTANG PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM
1. Definisi Hutang Piutang ( Qard)

Secara bahasa gard berarti al-gat‘ yang artinya potongan
karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan
kepada orang yang meminjam (debitur).'

Secara terminologi gard adalah memberikan harta kepada
orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di
kemudian hari.”

Secara istilah, menurut Hanafiyah gard adalah harta yang
memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau
dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk
memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain
untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.’

Sayid Sabiq memberikan definisi gard sebagai berikut:
sle g3 Sie o) i 350 Lol [p M it o0 DD 58 s
“Al-qard adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (mugqrid)

kepada penerima hutang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan

! Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 373.

2 Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah (Jakarta: Kencana prenada Media Grup, 2013),
333.

* Wahbah az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.
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kepadanya (muqrid) sepeti yang diterimanya, ketika ia telah mampu
membayarnya”.’*

Sedangkan dalam bukunya Syafi’i Antonio disebutkan bahwa,
al-Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih
atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa
mengharapkan imbalan.’

Menurut Fatwa MUI, al-Qard adalah pinjaman yang diberikan
kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan dengan ketentuan
nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada
waktu yang telah disepakati bersama.’

Sedangkan pengertian gard menurut Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyediaan dana atau tagihan antar
lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau
cicilan dalam jangka waktu tertentu.” Definisi yang dikemukakan
dalam KHES bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam (hutang
piutang) antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.®

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa

pengertian gard adalah pemberian harta kepada orang lain yang

* Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), 273.
> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,

2001), 131.

® Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.
7 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 36.
8 Mardani, Figh Ekonomi Syariah Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2013), 334.
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membutuhkan, yang harus dikembalikan dengan barang yang

sepadan, atau dengan nilai yang sama.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (Qard)

Transaksi gard diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan
hadits Rasulullah saw dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah
Swt mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi
“agama Allah”.

a) Al-Qur’an
Landasan hukum disyariatkannya gard berdasarkan al-
Qur’an adalah sebagai berikut:

» Firman Allah dalam surat alhadid ayat 11:

3 Al A Al L2 G e a5
“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu
untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.™

» Diperkuat lagi dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat

245:

G B S A S 22 Cosb T 2 2 155
“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman
yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah
akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan
(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”'°

° Depaetemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Indah Press, 1994), 902.
10 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan dan Terjemahnya (Jakarta: Indah Press, 1994), 60.
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Allah menyebut amal shaleh sebagai pinjaman, karena
hakekat orang yang beramal shaleh menginginkan imbalannya di
hari akhirat, begitu juga halnya orang yang memberikan

pinjaman mengharap gantinya.

b) Al-Hadis

Islam  menganjurkan dan menyukai orang yang
meminjamkan (gard), dan membolehkan bagi orang yang
diberikan gard, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang
makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam
upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut
mengembalikan harta seperti semula.’

Anjuran diperbolehkannya gard selain dalam al-Qur’an
diatas, juga terdapat dalam al-Hadits, yaitu sebagai berikut:

» Dalam Hadits Ibnu Mas’ud:

o b e i 06 gl g e i T g BT e 1 e

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tidak ada

seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim gard

dua kali, kecuali seperti sedekah satu kali”"?

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa gard merupakan
perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah.

Dalam hadis dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman

" sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.
2 Kutubut Tis’ah, Ibnu Majjah, Hadits No. 2421.
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dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini
berarti bahwa gard merupakan perbuatan yang sangat terpuji
karena bisa meringankan beban orang lain.

» Dari Anas juga meriwayatkan anjuran untuk memberikan

pinjaman kepada orang lain.

4

AR ACY °/w\g¢w\j JB J6 slu 5 T e
b EE e pLd e BEl s B0k -’;xa,;\uuuxd
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Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu ‘'alaihi
wasallam bersabda: “Pada malam aku diisrakan aku melihat di
atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh
kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali
lipat'. Maka aku pun bertanya: “Wahai Jibril, apa sebabnya
memberi hutang lebih utama ketimbang sedekah?” Jibril
menjawab: “Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang)
ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta
pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada
butuh.”"

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena
sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah dan

mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.

¢) Ijma’ Ulama
Selain dasar hukum yang berasal dari al-Qur’an dan Hadits
Rasulullah, para ulama telah menyepakati bahwa gard boleh
untuk dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia

yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.

B Kutubut Tis’ah, Ibnu Majjah, Hadits No. 2422.
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Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia
butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu
bagian dari kehidupan di dunia ini, dan Islam adalah agama yang

sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.'*

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (Qard)
Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada
empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad gard, yaitu:"

a. Akad gard dilakukan dengan sighat ijab dan gabul atau bentuk
lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan
tindakan/saling memberi dan saling mengerti);

b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum
(berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka
gard sebagai akad tabarru’ (berderma/sosial), maka akad gard
yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang
yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah;

c. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah
harta yang ada padanannya dipasaran, atau padanan nilainya
(mithli), sementara menurut jumhur ulama, harta yang
dipinjamkan dalam gard dapat berupa harta apa saja yang dapat

diperjual-belikan kecuali manusia;

' Ismail Nawawi, Figh Mu’amalah “Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial” (Jakarta: Dwiputra
Pustaka Jaya, 2010), 301.
> Wahbah Az-Zuvhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378.
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d. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus
jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari
perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad gard.

Sedangkan rukun dan syarat gard menurut jumhur fugaha
adalah :'°

a. ‘Agidayn

Yang dimaksud dengan ‘agidayn (dua pihak yang melakukan
transaksi) adalah pemberi hutang (mugrid) dan penerima hutang
(mugtarid). Keduanya mempunyai syarat berikut:

1) Cakap melakukan tindakan hukum;
2) Cakap melakukan tindakan hukum;
3) Merdeka;

4) Baligh;

5) Berakal sehat;

6) Tidak ada paksaan.

b. Sighat (ijab dan gabul)

Yang dimaksud dengan sighat adalah 7jab dan gabul. Tidak
ada perbedaan diantara fuqaha bahwa 7jab itu sah dengan lafaz
hutang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya,

seperti kata “aku memberimu utang”, atau “aku mengutangimu’.

1o Mardani, Figh Ekonomi Syariah : Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2013), 335.
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Demikian pula gabul sah dengan semua lafaz yang

13

menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang” atau “aku

menerima’, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.

Adapun dalam melakukan 7jab dan gabul terdapat beberapa
syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:

1) Lafadz ijab dan gabul dilakukan dalam satu majelis.
Maksudnya orang yang melakukan akad hutang piutang ketika
melafadzkan jjab dan gabul harus berada di tempat yang sama.

2) Lafadz ijab dan gabul bersambung. Maksudnya ketika muqrid
mengucapkan lafadz ijab, maka mugqtarid juga langsung
mengucapkan lafadz qabul.

Dalam melakukan 7jab dan gabul terdapat beberapa macam
bentuk sighat ‘agad gard, yaitu: (a) Lisan / ucapan, (b) Tulisan, (¢)
Isyarat, (d) Kebiasaan.

. Ma’qud ‘alaih (Objek utang piutang)

Objek utang piutang dapat berupa uang atau benda yang
mempunyai persamaan. ‘Aisyah pernah mengatakan pada Nabi
S.A.W: “Wahai Rasulullah, tetangga-tetangga kita biasa berutang

roti, dan biasa pula mereka kembalikan, kadang-kadang lebih dan

kadang-kadang kurang”. Nabi mengatakan: “Tidak mengapa hal
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itu terjadi karena merupakan kebutuhan orang banyak, tidak
dimaksudkan untuk memberi kelebihan™."”

Untuk sahnya perjanjian utang piutang, obyek harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:'®
1) Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan

penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
2) Dapat dimiliki.

3) Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang.
4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad gard dibenarkan
pada harta mithli yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda
yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang
yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak
jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain (seperti kelapa,
telur, dan kertas satu ukuran) dan yang di ukur seperti kain."

Menurut ijtihad Imam Muhammad dan Madzhab selain
Hanafiyah berpendapat, boleh juga gard pada roti, baik di jual
secara timbangan atau satuan, karena roti merupakan kebutuhan

khalayak orang banyak.”® Berdalil pada hadits, Aisyah yang

mengatakan, “Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetanggga

Y Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai (Bandung: PT Al-
Ma’arif, 1983), 38.

' |bid, 38-39.

¥ Wahbah Az-zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 376-377.

% |bid, 377.
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menggiradkan roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya
lebih dan kurang. ‘“Rasulullah menjawab: “tidak mengapa.
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman
sesama manusia yang bukan dimaksudkan riba fadhal’ >

Ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat
bahwa diperbolehkan melakukan gard atas semua benda yang bisa
dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan
ditimbang seperti emas, perak dan makanan, maupun dari harta
gimiyyat (harta yang dihitung berdasarkan nilainya) seperti
barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang yang
dijual satuan.

Dari sini, menurut jumhur ulama, akad gard sah dilangsungkan
pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak
wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam
kehormatan.

Mereka juga melarang gard manfaat, seperti seorang pada hari
ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut

mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.*

4. Teknik Pembayaran Hutang Menurut Jumhur Ulama
Ulama Fiqih sepakat bahwa gard harus dibayar di tempat

terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh

*! sayyid sabigq, Fikih Sunnah 12 (Bandung: Alma’arif, 1987), 142.
*2 Rachmad Syafe’i, Figih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.
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membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk
membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di
jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat
lain, mugridtidak perlu menyerahkannya.”

Sedangkan waktu pengembalian gard menurut jumhur ulama,
selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta
pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman,
setelah peminjam menerima pinjamannya, karena gard merupakan
akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah,
waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu
pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka

berpendapat bahwa gard bisa dibatasi dengan waktu.*

Pengembalian Manfaat dalam Hutang piutang (Qard)

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap
gard pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika
memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan
kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada gard.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqrid tidak boleh
memanfaatkan harta mugtarid, seperti naik kendaraan atau makan di

rumah mugtarid, jika dimaksudkan untuk membayar utang mugrid,

* |bid, 156.

* Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.
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bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan
hadiah kepada mugrid, jika dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah melarang gard terhadap
sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan gard
agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab gard
dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau
mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Pengambilan manfaat dalam hutang piutang hukumnya haram,
apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Sesuai
dengan hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Harits
bin Abu Usamah:

G 8T Z.4°,. g L o% &8
g}@.ﬁwjz-gpﬁy

“semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan), maka ia

termasuk riba”.>

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak
dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, maka gard
dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi mugrid untuk mengambilnya,
sesuai dengan hadist:

“Dari Abu Hurairah ia berkata: “Rasulullah SAW berutang seekor
unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih
baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik

kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar
utang.”°

> lbnu Hajar al-Asqalany, Syarah Bulughul Maram (Surabaya: Halim Jaya, 2001), 503.
%6 Kutubut Tis’ah, Kitab Muslim, Hadits No. 3004.



34

Para ulama juga sepakat bahwa persyaratan memberikan
tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan
termasuk riba, baik tambahan nilai, seperti: memberikan pinjaman
Rp.100.000,- dengan syarat pengembalian Rp. 110.000,- atau
tambahan kwalitas, seperti: memberikan pinjaman mata uang rupiah
dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata vang dolar, maupun
tambahan jasa, seperti: memberikan pinjaman uang kepada seseorang
dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman
selama 1 minggu.

Karena tujuan utama transaksi gard adalah belas kasihan dan
mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan
persyaratan tambahan dari nilai pinjaman hilanglah tujuan asal
transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah, serta
akad gardberubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata, “setiap nilai tambah diluar pinjaman
walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur adalah riba,
sekalipun segenggam makanan ternak dan hukumnya haram jika
disyaratkan dalam akad”. Tbnu Munzir berkata, “para ulama sepakat
bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar
penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hibah atas

pinjaman adalah riba”.*’

7 yusuf Al Subaily, Figh Perbankan Syariah: Pengantar figh muamalat dan aplikasinya dalam
ekonomi modern (t.p: t.t), 48-49.
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6. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan Qard
Hikmah disyariatkannya gard yaitu:
a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling
menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
b. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan
bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami
kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda

kesulitan.?®

B. HUTANG PIUTANG MENURUT HUKUM PERDATA
1. Definisi Hutang Piutang

Buku ketiga KUHPerdata menerangkan perihal tentang
perikatan (verbintenis) yang di dalamnya mengandung pengertian
perjanjian, kadang-kadang disebut pula dengan istilah Hukum
Perutangan atau Hukum Tuntut -menuntut.”

Disebut hukum perutangan karena di dalamnya mengatur satu
pihak sebagai pihak berutang atau debitur, sedangkan di pihak lain
sebagai pihak berpiutang atau kreditur. Disebut Hukum Tuntut-

menuntut karena di dalamnya terdapat pengertian satu pihak yaitu

8 Mardani, Figh Ekonomi Syariah : Figh Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup,
2013), 336.
% Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Material Jilid Il (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1984), 24.
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pihak berpiutang (kreditur) menuntut sesuatu kepada pihak si
berutang (debitur).*

Definisi hutang piutang menurut hukum perdata terdapat
dalam buku ketiga pasal 1754 yang berbunyi pinjam meminjam ialah
perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak
lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena
pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang
sama pula.

Hutang Piutang menurut Hartono soerjopraktijo adalah suatu
perjanjian dimana pihak yang satu (kreditur) melepaskan atau

menyerahkan ke pihak lainnya (debitur) suatu jumlah uang tertentu

atau jumlah barang yang sama, yang jenis dan keadaannya sama.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar hukum hutang piutang menurut hukum perdata atau
burgerlijk wetboek terdapat dalam buku ketiga pasal 1754 yang
berbunyi pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang
satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-
barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama
dari macam dan keadaan yang sama pula.

Seandainya debitur wanprestasi, maka kreditur berhak untuk
menuntutnya di pengadilan. Akibat hukum debitur ada empat macam,

yaitu:31

* |bid, 24.
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a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah
diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata).

b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut
pemutusan/ pembatalan melalui hakim (Pasal 1266
KUHPerdata).

c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih
kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2
KUHPerdata).

d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat
dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti
kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)

e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di

muka Pengadilan Negri, dan debitur dinyatakan bersalah.

3. Syarat Hutang Piutang
Menurut Prof. Subekti, SH, bahwa suatu perjanjian harus
dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua
belah pihak.”* Hutang Piutang dianggap sah secara hukum apabila
dibuat suatu perjanjian, yakni perjanjian yang berdasarkan hukum
yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

' Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT Citra Karya Abadi, 2000), 204.
2 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 24 (Jakarta: Inter Masa, 1993), 134.
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c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;

d. Suatu sebab yang halal artinya tidak dilarang.

Apabila tidak memenuhi 4 poin di atas maka perjanjian dapat
dibatalkan dan/atau batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua
menyangkut subyek, sedangkan syarat yang ketiga dan keempat
mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan,
penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengenai
subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara
apabila cacat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi,

maka perjanjian batal demi hukum.

Dari uraian di atas, maka penyelesaian hukum terkait hutang
piutang dibuat atas dasar perjanjian. Perjanjian menerbitkan
perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuk
perjanjian berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji atau
kesanggupan yang diucapkan atau dengan tertulis. Perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu
prestasi. Prestasi ialah sesuatu yang dapat di tuntut, jadi pihak
kreditur menuntut prestasi kepada pihak debitur. Prestasi itu harus

memenuhi 4 syarat:33

3 Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Material Jilid Il (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1984), 11.
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a. Prestasi itu haruslah ditetapkan terlebih dahulu (bepaald), atau
dapat ditetapkan (bepaaldbaar).

b. Kreditur atau orang ketiga harus berkepentingan supaya debitur
memberikan prestasi yang ditetapkan.

c. Prestasi itu harus diperbolehkan. Artinya prestasi tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum.

d. Prestasi itu harus memungkinkan dan obyektip.

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi itu dibagi dalam 3

macam:34

a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1237 KUHPerdata)

b. Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu (Pasal 1239
KUHPerdata)

c. Prestasi untuk tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu (Pasal

1239 KUHPerdata)

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasinya sesuai dengan
perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakan
atau mentaatinya. Apabila orang tersebut tidak melaksanakan sesuatu
atau tidak memenuhi prestasi itu sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, maka disebut wanprestasi.

** Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Material Jilid Il (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1984), 24.
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4. Pembayaran Hutang Menurut Hukum Perdata

Maksud pembayaran ialah pelaksanaan perjanjian secara
sukarela dan bebas serta tidak dengan paksaan. Alat pembayaran
dapat diserahkan berupa:*’
a. Uang
b. Barang

Pasal 1382 KUHPerd menjelaskan mengenai pembayaran.
Pembayaran adalah tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapapun yang
berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung
utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang
tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan
untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-
hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.

Pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang dari si
berutang itu dapat bersikap:
a. labertindak membayar atas nama si berutang.

b. Ia bertindak atas namanya sendiri, tetapi ia tidak menggantikan

hak-hak si berpiutang.

Apabila pihak ketiga bertindak membayar atas nama si
berutang, maka perikatan hapus dan dalam hal ini terjadi hak si
berpiutang beralih kepada pihak ketiga itu. Pasal 1393 KUHPerd
mengatur tentang tempat pembayaran, yaitu dengan beberapa

kemungkinan:

a. Dilakukan di tempat sesuai dengan isi perjanjian.

** Marhainis Abdul Hay, Hukum Perdata Material Jilid Il (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1984), 66.
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Kalau tempat perjanjian tidak ditetapkan oleh pihak-pihak dalam

isi perjanjian maka terlihat sifat Hukum Tambahan

(aanvullendsrecht) dilakukan pembayaran dengan kemungkinan:

1) Ditempat barang berada pada waktu perjanjian dibuat.

2) Ataudilakukan di tempat tinggal si berpiutang, selama pihak
si berpiutang mempunyai tempat tinggal yang jelas.

3) Atau kalau tempat tinggal berpiutang tidak jelas, dilakukan
di tempat tinggal berutang.

Berdasarkan praktek sehari-hari diperhatikan pula faktor

kebiasaan.

Di dalam hal pengecualian, dapat pula undang-undang yang

menetapkan sendiri, contohnya seperti pembayaran surat wesel

menurut pasal 137 KUHD ditetapkan pembayaran pada hari yang

telah ditentukan waktunya, pada hari jatuh (hari bayar) di tempat

tinggal si berutang (debitur).



